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RINGKASAN 

 

Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem yang bekerja secara 

sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan salah satunya melalui 

pembinaan kepribadian yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan rohani narapidana. Pembinaan kepribadian dapat berupa 

pengajian, sholat berjamaah, dan latihan yang bertujuan meningkatkan bakat 

narapidana di bidang kesenian. Pembinaan kepribadian juga dilakukan 

dengan membaurkan narapidana ke lingkugan masyarakat. Dalam 

perkembangannya, lebih banyak aturan tentang sistem pembinaan 

narapidana diterbitkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  

Pada PP No. 99 Tahun 2012 Pasal 43A disebutkan bahwa salah satu 

syarat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kasus narkotika adalah 

bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 



membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Namun pada tahun 

2021 Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 28 P/HUM/2021 bahwa menghapus 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 

34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai gantinya, pada 

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 87 disebutkan bahwa salah satu 

syarat PB bagi narapidana narkotika adalah adanya laporan perkembangan 

pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang 

ditandatangani oleh Kepala Lapas. 

Perubahan syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi 

narapidana narkotika dilandasi oleh teori pemasyarakatan dimana 

pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan 

terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan 

kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari tindak pidana. Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi 

faktor paling penting dalam menentukan apakah narapidana dapat 

berintegrasi dengan masyarakat atau tidak.  
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika 

 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43A disebutkan bahwa 

salah satu syarat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kasus narkotika adalah 

bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 

perkara tindak pidana yang dilakukannya. Namun pada tahun 2021 syarat ini 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 

P/HUM/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan undang-undang. Perubahan syarat dalam dalam pemberian 

pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dilandasi atas teori 

pemasyarakatan dimana pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan 

perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan 

kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari tindak pidana. Oleh sebab itu, perubahan perilaku menjadi faktor paling 

penting dalam menentukan apakah narapidana dapat berintegrasi dengan 

masyarakat atau tidak. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana 

narkotika dilakukan dengan menjunjung hak asasi manusia berdasarkan asas non 

diskriminasi. Sebagai pelaksana program pembinaan dan bagian dari sistem 

peradilan pidana, Lapas dapat menentukan apakah narapidana yang bersangkutan 

berhak mendapat pembebasan bersyarat. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 

yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Keputusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 

dianggap sah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya karena peraturan 

menteri sifatnya adalah peraturan pelaksana. 
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Prisoners. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, 

Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., 112 

pages. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords : Parole, Prisoners, Narcotics Crime 

 

In Government Regulation Number 99 of 2012 Article 43A, it is stated that one of 

the conditions for the grant of parome right for narcotics crime prisoners is that 

they are willing to cooperate with law enforcement to help uncover the crime they 

have committed. However, in 2021 this requirement was canceled by the Supreme 

Court through Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021. This research 

is normative legal research with a statutory approach. Changes in the conditions 

for granting parole to narcotics crime prisoners are based on correctional theory 

where correctional services aim to guarantee the protection of prisoners' rights, 

improve the quality of personality and independence of prisoners, and provide 

protection to the community from criminal acts. Therefore, behavioral changes 

are the most important factor in determining whether prisoners can integrate into 

society or not. Granting parole to narcotics crime prisoners is carried out by 

upholding human rights based on the principle of non-discrimination. As the 

implementer of the development program and part of the criminal justice system, 

prisons can determine whether the inmate concerned is entitled to parole. 

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which 

was formed as a follow-up to Supreme Court Decree Number 28 P/HUM/2021 is 

considered valid and does not conflict with the regulations above because the 

ministerial regulations are only for implementation. 
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